
 
 

 
LAPORAN SINGKAT KOMISI I DPR RI 

(KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN 
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN 
NEGARA, BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, 
BADAN KEAMANAN LAUT, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA PENYIARAN 
PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA, LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI 
REPUBLIK INDONESIA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT, KOMISI 
INFORMASI PUSAT, LEMBAGA SENSOR FILM, DAN PERUM LKBN ANTARA)  

 
Rapat ke : 26 (dua puluh enam) 
Tahun Sidang : 2019-2020 
Masa Persidangan :  II 
Jenis Rapat  :  Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan 

(Menhan) 
Hari, Tanggal :    Rabu, 26 Februari 2020 
Pukul :  10.00 WIB   
Sifat Rapat                 :  Terbuka 
Pimpinan Rapat :    Meutya Viada Hafid, Ketua Komisi I DPR RI  
Sekretaris Rapat :    Suprihartini, S.I.P., M.Si., Kabagset. Komisi I DPR RI 
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1,                               

Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270 
  Acara  : Penjelasan Menteri Pertahanan terkait permohonan persetujuan 

penerimaan hibah Scan Eagle UAV dan Program Bell 412 Helicopter 
Equipment dari Pemerintah Amerika Serikat untuk TNI AL 

Hadir : 1. ..... orang dari 53 Anggota Komisi I DPR RI 
 2. Sdr. Menhan yang diwakili oleh Wamenhan, Sakti Wahyu Trenggono, 

beserta jajaran 
 

 
I. PENDAHULUAN 
 

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 246 ayat (1) dan Pasal 251 Ayat (1) Tata Tertib DPR RI, 
Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 10.40 WIB dan dinyatakan terbuka untuk 
umum. 
 

2. Raker Komisi I DPR RI dengan Menhan pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 
dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Ketua Komisi I 
DPR RI, Meutya Viada Hafid. 
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II. KESIMPULAN  
 

1. Komisi I DPR RI menyetujui Program Foreign Military Financing (FMF) penerimaan hibah 
14 unit Scan Eagle Unmanned Aerial Vehicle (UAV) dan 3 unit Program Bell 412 
Helicopter Equipment dari Pemerintah Amerika Serikat untuk TNI AL. 
 

2. Komisi I DPR RI mendesak Kementerian Pertahanan untuk mengedepankan prinsip 
kehati-hatian (prudent) dan kerahasiaan (security), serta tidak membebani APBN dalam 
setiap penerimaan hibah dari negara asing. 

 
 
III. PENUTUP 
 
 Rapat ditutup pukul 12.00 WIB. 
 
 

Jakarta, 26 Februari 2020 
 

a.n. MENTERI PERTAHANAN 
WAKIL MENTERI PERTAHANAN 

 
 
 
 

SAKTI WAHYU TRENGGONO 

KETUA RAPAT, 
 
 
 
 
 

MEUTYA VIADA HAFID 
A-267 

 


